
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 

NOMOR   056     TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 017 TAHUN 
2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

Menimbang: a. bahwa  dalam  rangka  mewujudkan  pemerintahan  yang
baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi,
nepotisme, penyalahgunaan  kekuasaan  serta wewenang

perlu dilakukan penyesuaian mengenai Penyelenggara
Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan yang wajib menyampaikan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil
Negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta

Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a,  perlu menetapkan  Peraturan  

Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Gubernur Nomor 017 Tahun 2017 tentang Laporan  

Harta  Kekayaan  Penyelenggara  Negara  dan Laporan 
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; 

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN 
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 2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, 

Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999  Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Reppublik Indonesia Nomor 3851); 

 3.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

 4.  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       
Nomor 5698); 

 5.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

 6.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 
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 7. 

 

 

 

 

 
8. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022                        tentang 

Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6779); 

 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890); 

 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia    Nomor 6477); 

 12. 

 

 

 

 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan  Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah  di  Wilayah  Provinsi  
(Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  3  Tahun 

2014  tentang  Perubahan  Keempat  Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah  di  Wilayah  Provinsi  (Berita  Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51); 

 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

 16. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 985); 

 17. Peraturan Daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  Nomor  
11 Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan  Selatan  Tahun  
2016  Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3); 
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 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19. 

Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 017 Tahun 

2017 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil 
Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 
Tahun 2018 Nomor 08) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur 

Nomor 075 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Gubernur Nomor 017 Tahun 2017 Tentang 

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan 
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 
Nomor 75) 
Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 

Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan Tahun 2023 Nomor 12); 
 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 017 TAHUN 2017 TENTANG 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN 
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI 
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. 

 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam  Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Selatan  Nomor  

017    Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan 
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 

2017 Nomor 17) yang telah beberapa kali diubah dengan:  

a. Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 017 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil 
Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 08),  

b. Peraturan Gubernur Nomor 075 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 017 Tahun 2017 Tentang Laporan Harta 
Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil 
Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita 

Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 75),  

Diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal  3 

(1) Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas:

a. Gubernur;

b. Wakil Gubernur;

c. Pejabat Eselon I;

d. Pejabat Eselon II;

e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah  dan Kepala Unit Pelayanan
Pajak Daerah di  Lingkungan Pemerintah Daerah;

f. Pejabat Fungsional Pemeriksa di Lingkungan Inspektorat Daerah;

g. Tenaga Ahli Gubernur;

h. Pegawai ASN, Personil Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

Tentara Nasional Indonesia yang melaksanakan tugas sebagai ajudan
Gubernur dan Wakil Gubernur;

(2) Badan Kepegawaian Daerah menyampaian daftar nama pejabat serta

ASN wajib lapor  LHKPN  kepada Tim Khusus Pengelola LHKPN.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 

(1) Pegawai ASN yang berstatus sebagai PNS eselon III dan eselon IV di

Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
menyampaikan LHKASN melalui aplikasi SIHARKA pada website
https://siharka.menpan.go.id.

(2) Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan LHKASN

satu kali dalam jabatan.

3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 

Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai ASN jika tidak menyampaikan 
LHKPN dan/atau LHKASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 

8 diberikan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

https://siharka.menpan.go.id/
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Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Selatan. 

Ditetapkan di Banjarbaru 

pada tanggal 31 Desember 2024  

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

     MUHIDIN 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 31 Desember 2024 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
       KALIMANTAN SELATAN, 

ROY RIZALI ANWAR 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

TAHUN 2024 NOMOR  57 

Salinan sesuai dengan aslinya 
DAERAH PROVINS! 

SELATAN 
Hukum 

Ttd.

Ttd.


